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ABSTRAK 
 
Tesis ini membahas masalah koordinasi dan pengawasan penyidik polri terhadap proses 
penyidikan tindak pidana oleh penyidik pegawai negeri sipil di polda kalimantan barat. Dari 
hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, 
bahwa Dalam penulisan tesis ini telah ditunjukkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan 
penyidik Polri (dalam hal ini Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar) terhadap 
proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS yang terjadi selama ini di daerah 
hukum Polda Kalbar, Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Kalbar yang para PPNS nya 
melaksanakan penyidikan tidak sesuai ketentuan dan faktor penyebabnya serta upaya-upaya 
yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses 
penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi korwas 
PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS 
belum sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP, 
Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang undang yang menjadi dasar 
hukum PPNS masing-masing, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen 
Penyidikan oleh PPNS, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, 
Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Jadi pelaksanaan koordinasi dan 
pengawasan proses penyidikan di daerah hukum Polda Kalbar, ada penyimpangan dari 
ketentuan perundang-undangan yang ada, meskipun proses penyidikan dapat berjalan sampai 
ke proses pemeriksaan di sidang pengadilan.Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi 
Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang 
dilakukan oleh PPNS di daerah hukum Polda Kalbar masih belum sesuai dengan ketentuan 
perundang-udangan yang berlaku. Rekomendasi nya adalah ; Bahwa Perlu adanya 
pembentukan tim khusus terdiri atas Pejabat Polri (Bareskrim Polri), Para Pejabat 
Kementerian/ Non Kementerian yang membawahi PPNS (diwakili Direktur Jenderal), dan 
Kejaksaan Agung untuk menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan 
pengawasan dalam proses penyidikan oleh PPNS, lalu dituangkan dalam Keputusan Bersama 
antara Kapolri, Para Pejabat kementerian/ Lembaga Non Kementerian yang membawahi PPNS, 
dan Kejaksaan Agung agar dalam pelaksanaan penyidikan tidak terjadi tumpang tindih dan 
pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan. Perlunya 
Keputusan Bersama antara Kapolda Kalbar, Kajati Kalbar, danGubernur Kalbar sebagai atasan 
Kepala Badan/ Dinas di Pemerintah Provinsi Kalbar yang membawahi PPNS, serta Kepala 
Kanwil / Instansi Pemerintah Pusat yang memiliki PPNS yang berada di daerah hukum Polda 
Kalbar tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Poses Penyidikan yang 
dilakukan oleh PPNS. Meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara penyidik Polri 
yang bertugas di Seksi korwas PPNS dan Instansi yang membawahi PPNS, melalui 
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penunjukkan seorang penghubung di masing-masing Instansi.Perlu adanya Peraturan 
Pemerintah tentang sanksi terhadap aparat penegak hukum yang tidak melakukan ketentuan 
koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan.Pelaksanaan penyidikan memerlukan 
spesialisasi dan harus dipisahkan daripekerjaan lain, sehingga PNS yang sudah diangkat 
sebagai PPNS melalui Keputusan Menkum dan Ham RI, seharusnya ditugaskan di fungsi 
penyidikan dan tidak diberi tugas di luar fungsi penyidikan, sehingga di instansi tersebut sangat 
perlu ada jabatan struktural khusus mewadahi PPNS. 
 
 
ABSTRACT  
 
This thesis addresses the issue of coordination and supervision of the national police 
investigators to process criminal investigations by investigators civil servants in West 
Kalimantan regional police. From the results of research using normative legal research 
methods and sociological conclusion, that in this thesis has shown coordination and 
supervision of police investigators (in this case Section Korwas PPNS Dit Reskrimsus Police 
West Kalimantan) on the process of investigation of criminal offenses committed by 
investigators that occurred during the The law in the area of West Kalimantan Police, 
Government Agencies in the area of law that the West Kalimantan Police investigators carry 
out their investigation and not in accordance with the causes and efforts should be made to 
improve the coordination and supervision of the investigation conducted by PPNS.Pelaksanaan 
coordination and supervision Section korwas PPNS Dit Reskrimsus Police West Kalimantan 
on the investigation conducted by investigators is not appropriate regulations, as stipulated in 
the provisions of the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 on the Police, the 
Constitution Act which forms the legal basis PPNS respectively, and Regulation Chief of 
Police No. 6 of 2010 on Management Investigations by investigators, as well as the Police 
Regulation No. 20 of 2010 on the coordination, supervision and guidance of Investigation for 
investigators. So the coordination and supervision of the investigation in the area of police law 
ordinance, there is a deviation from the provisions of the existing legislation, although the 
investigation process can be run up to the inspection process in the trial 
pengadilan.Pelaksanaan coordination and supervision Section Korwas PPNS West Kalimantan 
Regional Police Directorate Reskrimsus to the investigation process criminal offenses 
committed by investigators in the area of West Kalimantan Police law is still not in accordance 
with the provisions of the applicable laws and crustaceans. Her recommendations were; That 
should be the establishment of a special team consisting of officials Police (Criminal 
Investigation Police), Officials of the Ministry / Non ministry in charge of investigators 
(represented by the Director-General), and the Attorney General to draft technical guidance, 
coordination and supervision in the process of investigation by the investigators, then poured in 
a joint decree between the National Police, the officials of ministries / Institutions Non ministry 
in charge of investigators, and the Attorney General for the implementation of investigation 
there is no overlap and coordination and monitoring can proceed smoothly in accordance with 
provisions. The need for joint decree between the police chief of West Kalimantan, Kajati 
ordinance, danGubernur West Kalimantan as supervisor Head of Agency / Department in the 
Government of West Kalimantan province in charge of investigators, as well as the Head of 
Regional Office / Central Government which has investigators in the area of law Polda West 
Kalimantan on the Implementation Coordination and Supervision of Poses Investigation 
conducted by investigators. Improve communication and working relationship between police 
investigators assigned in Section korwas investigators and institutions in charge of 
investigators, through the appointment of a liaison in each Instansi.Perlu the Government 
Regulation on sanctions against law enforcement officers who do not carry out the provisions 
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of the coordination and supervision in the investigation process .Pelaksanaan investigation 
requires specialization and must be separated ofjob another, so that civil servants who have 
been appointed as investigators through Decision Menkum and Ham RI, should be assigned in 
the function of the investigation and were not given the task outside the functions of 
investigation, so that the agency is very necessary to have a special structural positions to 
accommodate PPNS. 
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Latar Belakang 
Dalam masyarakat modern, tugas kepolisian adalah menjaga agar jalannya produksi 
yang mensejahterakan masyarakat itu jangan sampai terganggu atau hancur karena tindak 
kejahatan dan kerusuhan tercakup dalam pengertian menjaga jalannya produktivitas dan tujuan 
utama dalam upaya menjamin keberadaan manusia dan masyarakatnya yang beradab
1
. Fungsi 
polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan 
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara 
yang merupakan tiga unsur utama dalam tatanan demokrasi tidak dirugikan. 
Kepolisian di negara modern yang demokratis mempunyai fungsi pelayanan 
keamanan kepada individu, komunitas (masyarakat setempat), dan negara. Pelayanan 
keamanan ini bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan 
serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan 
kualitas hidup dan produktivitas masyarakat yang dilayaninya. Dalam memberikan pelayanan, 
Polisi mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memerangi 
kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan negara. Menurut Suparlan 
fungsi Polisi adalah :Pertama, menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan 
keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik 
kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang 
diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat; kedua, memerangi 
kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat, dan negara; ketiga, 
mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan 
yang mengganggu dan merugikan
2
. 
Rumusan fungsi kepolisian di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 dari Undang Undang 
RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi bahwa 
fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat
3
. 
                                                          
1 Suparlan, Parsudi. 2004. Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta : 
YPKIK. 
 
2
 Suparlan, Parsudi. 2004. Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta : 
YPKIK 
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Dalam penyelenggaraan negara, fungsi kepolisian dapat ditemukan dalam berbagai 
dimensi yaitu dimensi politis, dimensi yuridis, dan dimensi sosiologis 
4
. Fungsi kepolisian 
dimensi politis diemban oleh lembaga tinggi negara dalam rangka pengawasan politis 
penyelenggaraan negara, misalnya hak interpelasi DPR merupakan fungsi kepolisian tetapi 
hasilnya bersifat politis dan tidak bersifat pro justitia.  
Dalam penyelenggaraan negara, fungsi kepolisian dapat ditemukan dalam berbagai 
dimensi yaitu dimensi politis, dimensi yuridis, dan dimensi sosiologis. Fungsi kepolisian 
dimensi sosiologis adalah fungsi kepolisian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam lingkungan tertentu, kemudian mendapat 
pengukuhan dari Polri sebagai bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yang memiliki 
kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat, seperti Satpam di 
perkantoran-perkantoran. Sedangkan fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis adalah fungsi 
kepolisian yang mempunyai implikasi pro justitia yang terdiri atas fungsi kepolisian umum 
yang diemban oleh Polri dan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh instansi dan atau 
badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk 
melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidang teknisnya masing-masing. 
Pengemban fungsi kepolisian khusus di atas yang diberikan wewenang untuk 
melakukan tindakan represif yustisial yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (disingkat PPNS), 
misalnya PPNS yang bertugas di lingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, Ditjen Imigrasi, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan lain lain. Sesuai penjelasan di atas, maka Polri 
selaku pengemban fungsi kepolisian umum memiliki tugas melakukan penyelidikan dan 
penyidikan terhadap semua tindak pidana (Pasal 14 ayat 1 huruf g dari Undang Undang RI 
Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri), sedangkan PPNS sebagai salah satu pengemban fungsi 
kepolisian khusus hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan 
tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. 
Berdasarkan KUHAP, PPNS ini berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang 
undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada 
di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Namun dalam praktek di lapangan, 
seringkali pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan 
yang dilakukan PPNS belum sesuai ketentuan yang ada misalnya PPNS tidak segera 
                                                          
4
 Kelana, Momo. 2002. Memahami Undang Undang Kepolisian, Undang undang Nomon 2 tahun 
2002, Latan Belakang dan komentan Pasal semi Pasal. Jakarta : PTIK hal 111 
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menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui 
Penyidik Polri, ataupun bahkan ada juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ataupun 
berkas perkara yang langsung diserahkan oleh PPNS kepada Penuntut Umum tanpa melalui 
Penyidik Polri selaku korwas PPNS, serta tidak tertibnya administrasi penyidikan oleh PPNS. 
 
Rumusan Masalah 
Bagaimana pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang 
dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terjadi selama ini di daerah hukum Polda Kalbar 
?  
 
Pembahasan 
Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan 
proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS  dalam rangka penegakan hukum. 
Berdasarkan luas wilayah administrsi tersebut, dapat dianalisis bahwa apabila PPNS 
BBPOM Provinsi Kalimantan Barat dan PPNS Balmon Provinsi Kalimantan Barat melakukan 
penyidikan yang TKP nya di Daerah Putusibau dan Ketapang, jarak tempuh dari Pontianak ke 
Kapuas Hulu (putusibau) cukup jauh sehingga kurang efektif dan efisien, maka PPNS BBPOM 
Provinsi Kalimantan Barat dan PPNS Balmon Provinsi Kalimantan Barat dalam menyerahkan 
SPDP dan hasil penyidikan kepada Kejati Kalbar dapat berkoordinasi dengan Seksi Korwas 
PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar dengan pertimbangan kedudukan kantor BBPOM Provinsi 
Kalimantan Barat,Balmon Provinsi Kalimantan Barat, Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus 
Polda Kalbar dan Kejati Kalbar berada di kota Pontianak, sehingga dapat mempermudah 
koordinasinya secara efektif dan efisien. Selain itu, dalam ketentuan KUHAP tidak diatur 
mengenai organisasi Polri mana yang harus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap 
PPNS. KUHAP hanya mengatur bahwa dalam penyidikan, PPNS berada di bawah koordinasi 
dan pengawasan penyidik Polri. PPNS BBPOM Provinsi Kalimantan Barat dan PPNS Provinsi 
Kalimantan Barat ini yang wilayah kerjanya di seluruh Kalimantan Barat, maka dalam proses 
penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari Seksi Korwas Dit Reskrimsus 
PPNS Polda Kalbar.  
Sesuai hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, ada upaya upaya yang harus 
dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap 
proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yaitu sebagai berikut : 
a. Mengembangkan struktur organisasi korwas PPNS di tingkat Polda, dari seksi menjadi 
bagian, sehingga semula dipimpin Kasi berpangkat Kompol menjadi dipimpin kabag 
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berpangkat AKBP dan membawahi dua kasubbag berpangkat Kompol, serta menambah 
personel di korwas PPNS Polda Jabar, sehingga ada kesetaraan kepangkatan dengan 
pimpinan instansi PPNS. 
b. Membentuk unit korwas PPNS di Satuan Reskrim Polres dipimpin seorang perwira 
yang khusus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS. 
c. Personel Polri yang ditugaskan di Seksi Korwas PPNS harus berpengalaman melakukan 
penyidikan dan memiliki kemampuan dalam penyidikan, sehingga mampu memberi 
bimbingan dan petunjuk teknis penyidikan kepada PPNS. 
d. Membentuk jabatan struktural mewadahi PPNS di Instansi yang membawahi PPNS dan 
khusus melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, 
dengan dilengkapi PPNS berkualitas (seperti dilengkapi Skep PPNS dan kartu tanda 
pengenal PPNS dari Menkum dan Ham RI), dan adanya sarana prasarana serta 
anggaran operasional yang memadai. Sebelum membentuk jabatan struktural yang 
mewadai PPNS, harus ada tugas penyidikan pada tupoksi Organisasi Pemerintah yang 
membawahi PPNS. 
e. Penataan kembali terhadap keberadaan PPNS di setiap Organisasi Pemerintah untuk 
ditempatkan dalam tugas operasional penyidikan serta mengoptimalkan pemberdayaan 
PPNS di setiap OPD oleh masing-masing pimpinan OPD tersebut untuk melakukan 
tugas penyidikan atau penegakan peraturan daerah. 
f. Pembagian setiap anggota Sikorwas PPNS Polda Kalbar untuk ditugaskan sebagai 
Liaison Officer (penghubung) di setiap Organisasi Pemerintahan yang membawahi 
PPNS untuk meningkatkan komunikasi antara Sikorwas PPNS dan PPNS guna 
meningkatkan proses penyidikan  oleh PPNS. Pengadaan sarana prasarana di Korwas 
PPNS Polda Kalbar, seperti komputer dan ruangan yang memadai karena selalu 
berhubungan dengan instansi lain. 
g. Penyusunan anggaran untuk kegiatan korwas PPNS Polda Jabar disesuaikan dengan 
tugas-tugas yang harus diemban korwas PPNS, seperti kegiatan koordinasi dan 
pengawasan sesuai KUHAP, UU RI Nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 
6 dan 20 tahun 2010. 
h. Kesepakatan bersama antara Kapolri (diwakili Kabareskrim Polri) dan Para pimpinan 
kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membawahi PNS 
(diwakili Direktur Jenderal) tentang percepatan pelaksanaan koordinasi dan 
pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan 
oleh PPNS sepanjang tidak menyalahi undang-undang yang lebih tinggi, sehingga bisa 
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dijadikan acuan pengemban fungsi korwas PPNS di Polda dan Organisasi Pemerintahan 
yang membawahi PPNS. 
i. Kesepakatan Bersama antara Kapolda Kalbar, Kejaksaan Tinggi Jabar danGubernur 
Kalbar yang membawahi Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang memiliki 
PPNS tentang pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses 
penyidikan tindak pidana dan atau pelanggaran yang dilaksanakan oleh PPNS Daerah di 
Jawa Barat. 
j. Pendelegasian wewenang dari para kementerian kepada Pemerintah Daerah melalui 
peraturan tersendiri terkait kewenangan penyidikan sesuai undang undang, sehingga 
PPNS Daerah disamping menegakkan Perda, juga bisa melakukan penyidikan sesuai 
undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing. Misalnya Kementerian 
Pertanian menyerahkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam UURI Nomor 12 
tahun 1992 tentang sistem budi daya tanaman kepada Dinas Pertanian dan Tanaman 
Pangan Prov Kalbar. 
k. Pendelegasian wewenang dalam perpajangan kartu tanda pengenal PPNS oleh Menteri 
Hukum dan Ham RI kepada Kakanwil Kemenkum dan Ham RI di setiap provinsi guna 
mempermudah perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS karena kartu tanda pengenal 
sebagai keabsahan melakukan tugas penyidikan. 
 
Kesimpulan  
1. Dalam penulisan tesis ini telah ditunjukkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan 
penyidik Polri (dalam hal ini Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar) terhadap 
proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS yang terjadi selama ini di 
daerah hukum Polda Kalbar, Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Kalbar yang para 
PPNS nya melaksanakan penyidikan tidak sesuai ketentuan dan faktor penyebabnya serta 
upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan 
pengawasan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. 
2. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Kalbar 
terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS belum sesuai ketentuan yang 
berlaku, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP, Undang Undang RI Nomor 2 
tahun 2002 tentang Polri, Undang undang yang menjadi dasar hukum PPNS masing-
masing, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh 
PPNS, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan 
Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Jadi pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses 
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penyidikan di daerah hukum Polda Kalbar, ada penyimpangan dari ketentuan perundang-
undangan yang ada, meskipun proses penyidikan dapat berjalan sampai ke proses 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
3. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda 
Kalbar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di daerah 
hukum Polda Kalbar masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang 
berlaku. 
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